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Mengingat 

WALi KOTA BAUB!\U 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALI KOTAtBAUBAU 

NOMOR : 69 TAHUJ 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PENELENGGARAAN 
Sf STEM INFORMASI KEARSIPAN DIN1MIS TERINTEGRIRASI 

I DENGAN RAHMAT TUHAN YAfG MAHA ESA 

WALi KOTA BAUBt, 

Menimband : a. bahwa berdasark ketentuan Pasal 2 
! Peraturan Arsip N sional Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun202~ tentang Pedoman Penerapan 
Sistem Inform.asi Kearsfpan Dinamis Terintegrasi, 
bahwa Lembaga f. egara/Pemerintah Daerah, 
Perguruan Tinggi N1~eri dan Badan U saha Milik 
Negara/Badan Usra Milik Daerah dalam 
pengelolaan arsip inamis harus menerapkan 
SRIKANDI; 

b. bahwa pedoman peyelengaraan sistem informasi 
kearsipan dmamis terintegrasi sangat 
dibutuhkan dalam upaya memberikan 
kemudahan, ketertilian, kepastian dan efektifitas 
atas penyelenggaraah sistem inform.asi kearsipan 
dinamis terintegrasi; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam hrruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Sistem lnformasi 
Kearsipan Dinamis *rintegrasi; 

Pasal 18 Ayat (6} uhdang-Undang Dasar Negara 
I 

Republik Indonesia 11ahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 0 0 1 
tentang PembentukF Kota Baubau (Lembaran 
Negara Republik In?onesia Tahun 2001 Nomor 
93, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 41FO}; 

Undang-Undang f omor 11 Tahun 2008 
ten tang Inforrnasi J dan Tran.saksi Elektronik 
(Lembaran Negara . Republik Indonesia 
Nomor 58, Tambahan. Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4843); 

\ 
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10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. Undang-Undang No or 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Info . asi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia N omor 61, 
Tambahan Lem aran Negara Republik 

I 
Indonesia Nomor 86); 

Undang-Undang No~or 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 

12 

09 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Neg a Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

Undang-Undang romor 43 Tahun 2009 
ten tang Kearsipan, (Lembaran Negara 
Republik Irrdorie.aia Tahun 2009 Nomor 152~ 
Tambahan Lerrrba rari Negara Republik 
Indonesia N omor sb71); 

Undang-Undang -romor 23 Tahun 2014 
tentang PemerinJhan Daerah (Lembaran 
Negara Republik f Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Ta~bahan Lembaran Negara 
Republik Indo1]1esia Nomor 5587); 
sebagaimana tela~ diubah beberapa kali, 
terakhir dengan pndang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah PenggJnti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 teititang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undan.g <4embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negat.a Republik Indonesia 
N omor 6858); 

Peraturan Pemerinfah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanafn Undang-Undang Nomor 
43Tahun 2009 ten ang Kearsipan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
RepublikindonesijNomor 5286); 

Peraturan Preside Nomor 95 Tahun 2018 
tentang Sistem LPemerintahan Berbasis 
Elektronik (Lemb an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2118 Nomor 182); 
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 
tentang Satu D ta Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 112); 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota. 

3. Wali Kota adalah W li Kot a Bau ba u. 

dimaksud 

AB I 

' KETEN1fUAN UMUM 
Pttsal 1 

Dalam Peraturan Wall Kota ini yang 
den.gan: 

1. Daerah adalah Wai Kota Baubau. 

PERATURAN WALi KOfA TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN SIS EM INFORMASI KEARSIPAN 
DINAMIS TERINTEGRASI. 

14. 

13. 

12. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 
Tahun 2012 ten g Tata Kearsipan Di 
Lingkungan Kem~tj.terian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daer1: (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282); 

Peraturan. Kepala Arsip Nasional Nomor 4 
Tahun 2021 tentiang Pedoman Penerapan 
Sis tern Inforrnaii Kearsipan Dinrunis 
Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomoj757); 
Peraturan Wali Kona Baubau Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Perf bentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran 
Daerah Kota Bau au Tahun 2016 Nomor); 
sebagaimana telahf diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Bauliau Nomor 2 Tahun. 2021 

r tentang Perubaha'f atas Peraturan Daerah 
Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan d+ Susunan Perangkat 
Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota 

I Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 

Peraturan Wali lfota Baubau Nomor 50 
Tahun 2023 tentrg Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Perp[ stakaan dan Kearsipan 
Kota Baubau (Ber·.·ta Daerah Kota Baubau 
Tahun 2023 Nomo 50). 

MEMUTUSKAN : 

11. 

I 

I Menetapkan 



cepatan pelaksanaan 
ngan Pemerintah Kata 
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a. mendukung 
SRIKANDI di 
Baubau; 

Peraturan Wali Kota ni bertujuan untuk: 

5. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
Terin tegrasi yang selanju tnya disingkat 
SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang 
kearsipan dinamis yang dibuat un tuk 
mewujudkan efiiiensi penyelenggaraan 
administrasi I pemerin tahan dan 
penyelenggaraan kearsipan yang terpadu. 

6. Arsip adalah rekam4-n kegiatan atau peristiwa 
dalam berbagai b9ntuk dan media sesuai 
dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi ang ct{buat dan diterima oleh 
Lembaga Negara, [ Pemerintah Daerah, 
Lembaga Pendidikarr-, Perusahaan, Organisasi 
Politik, Organisast Kemasarakatan dan 
Perseorangan dalani pelaksanaan kehidupan 
bermasarakat, berb~ngsa dan bernegara. 

7. Layanan Pengelolaab guna SRIKANDI (user) 
adalah pegawai yafg telah memiliki akun 
SRIKANDI dan b~rhak untuk mengakses 
SRIKANDI Layananl pengelalaan SRIKANDI 
(admin) adalah fitur ~kelengkapan sistem) pada 
SRIKANDI. I 

8. Pengelola layanan SRIKANDI adalah pegawai 
yang ditunjuk pif pinan yang bertugas 
melengkapi data pa~a fitur SRIKANDI. 

9. Pengguna SRIKANqI (user) adalah pegawai 
yang telah memiliki akun SRIKANDI dan 
berhak untuk mengrl ses SRIKANDI. 

P sal 2 

Peraturan W ali Kata ~ni dimaksudkan sebagai 
pedoman bagi Perangkalt Daerah/Unit Kerja dalam 
pelaksanaan SRIKANDIJ 

4. Perangkat Daerah adalah grpni®fi®i a.tau 
lembaga pada P merinmh Daerah yang 
bertanggung jawa kepada Kepala Daerah 
dalam rangka peny~lenggaraan pemerintahan 
di daerah. 

- ... ----=~~--- ... 
··~'-'i'' ...... • •• 
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e. 

meliputi: 
ini Kota 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Perkturan Wali 

I 
a. pemanfaatan SRIKANDI; 

I 
b. pengelola layanan SRIKANDI; 
c. pengguna SRIKAND ; 
d. penggunaan SRIKA DI; dan 

BjAB II 
PEMANFAAjrAN SRII~ANDI 

Ptsal 5 
SRIKANDI digunakan p~da Perangkat Daerah/Unit 
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau 
berupa pengintegrasia pengelolaan kearsipan 
dinamis untuk rrrewuj ucllcarr keseragaman dan 
keterpaduan tata kell· la arsip yang berbasis 
elektronik. 

BAB III 

PENGELOLA L+YANAN SRIKANDI 

P,sal 6 
(1) Pengelola layanan SljUKANDI terdiri dari: 

a. pengelola layanb.n tingkat Pemerintah 
Kota Baubau tang ditetapkan dengan 
Keputusan Wal Kota;dan 

b. pengelola layanan tingkat Perangkat 
I 

Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan 
dengan kepu usan Kepala Dinas 
Perpustakaan. 

b. rnewujudkan kem dahan, efektivitas dan 
efisiensi serta tertib administrasi 
penyelenggaraan sis em pemerintahan berbasis 
elektronik;dan 

c. menetapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi 
dan kelancaran pJnyelenggaraan kearsipan 
dinamis secara el ktronik antar Perangkat 
Daerah/Unit Kerja. 
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b. pejabat aclmirriatr-ator perangkat 
daerah/unit lcerja mempunyai kewenangan 
menerima disposl si pimpinan, meneruskan 
disposisi kebawa an, memverifikasi naskah 
dinas dan memb at naskah dinas; 

c. aparatur sipil ne ara yang bertugas sebagai 
pencatat surat L masuk dan keluar 
Perangkat Daera /unit kerja mempunyai 
k I . I . ewenangan rnerigirrpu t rnernorutor surat 
masuk/keluar, I pemberkasan dan 
pengaturan nomjr; dan 

d. aparatur sipi] negara perangkat 
daerah/unit kJrja yang mempunyai 
kewenangan m~nerima disposisi dan 
membuat naskah! dinas. . 

(3) Pengguna SRIKAN:dI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibe~kan pelatihan agar dapat 
menggunakan SRIKANDI dengan efektif. 

BtB IV 
PENGGU~A SRIKANDI 

Pasal 7 

(1) SRIKANDI hanya dabat di akses oleh pengguna 
SRIKANDI yang dibtkali kode akses masuk. 

{2} Pengguna SRIKAND~ sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari: 

a. kepala perankkat daerah/unit kerja 
mempunyai Iceweriarigarr menerima surat 
masuk, mbmberikan disposisi, 
menandatangani dan rrrerrgrrrrn naskah 
dinas; 

tingkat Pemerintah Kota 
a dimaksud pada ayat ( 1) 

menyiapkan data dan 
NDI berupa Tata naskah 

adwal Retensi Arsip dan 
Keamanan dan Akses 

(2) Pengelola layanan 
Baubau sebagaima 
huruf a, bertuga 
informasi pada SRI 
Dinas, Klasifikasi, 
Sistem Klasifikasi 
Arsip Dinamis dan 

(3) Pengelola layan tingkat Perangkat 
Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, bertugas menyusun 
unit kerja, jabata.n dan pengguna pada 
SRIKANDI. 
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(1) 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

Penggunaan arsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh 

I 
pengguna SRIKANIDI berdasarkan ketentuan 
sistem klasifikasi \ keamanan akses arsip 
dinamis yang su,ah diin tegrasikan dalam 
SRIKANDI; 

Pemeliharaan ar-sip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) htiruf (c) dilakukan oleh 

I 
pengguna SRIKANII berdasarkan ketentuan 
sistem lcla.aifilcaai Arsip yang sudah 
diintegrasikan dala SRIKANDI; 

Penyusutan arsip I sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) hfruf (d) dilakukan oleh 
pengguna SRIKANDI berdasarkan ketentuan 
Jadwal Retensi I Arsip yang sudah 
diintegrasikan dalam SRIKANDI;dan 

Proses bisnis se~1gaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) mengi ti alur proses bisnis 
Pengelolaan Arsip Dinamis berdasarkan 
ketentuan peratural perundang-undangan. 

BAB VI 

SARANA DAN P±SARANA SRIKANDI 

Pisal 9 
Pemerintah Kata aubau dalam penerapan 
SRIKANDI meny diakan sarana dan 
prasarana berdasar an peraturan perundang 
undangan. 

Penggunaan SRIK4-NDI dalam pengelolaan 
arsip dinamis dilaMukan secara elektronik 
melalui proses bisn.is yang meliputi: 

a. penciptaan arsi~f 
b. penggunaan ars1f; 

c. pemeliharaan arjip;dan 

d. penyusutan arsi~. 
Penciptaan arsip se agaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a, dilakukan oleh pengguna 
SRIKANDI berdasar an ketentuan tata naskah 
dinas yang sud diintegrasikan dalam 
SRI KANDI; 

(1) 
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Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SRI.KANDI 
dilakukan secara tierkala se bagai bagian 
pengawasan peny~lenggaraan kearsipan 
dilakukan oleh Dll}as Perpustakaan. dan 
Kearsipan Kata Baulbau. 

BtB VII 
MONITORIN[ DAN EVALUASI 

Pasal 10 

undangan. 

pad a otentikasi dan a. alat ·verifikasi 
SRIKANDI;dan 

b. kekuatan huku°r dan akibat hukum yang 
sah selama me enuhi persyaratan yang 
diatur dalam peraturan perundangan- 

(3) Tanda tangan elektronik se bagaimana 
dimaksud pada aytt (2) huruf. a, diberikan 
kepada pejabat yang merrrpu riyar kewenangan 
menandatangani n I skah dinas yang telah 
disertifikasi oleh adan Siber dan Sandi 
Negara (BSSN). 

(4) Tan.da tangan. elektronik sebagaimana 
dimaksud pada aya (3), berguna sebagai: 

(2) Saran.a dan Prasar na SRIKANDI terdiri dari: 

a. tanda tangan ele tronik; 

b. jaringan internet intranet;dan 

c. perangkat keras dan perangkat lunak. 
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BERIT DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR . G~ 

1 

,. - .. ·"'~1 
PARAF KOORDINASl ~ ·· 

'NSTANSI/ UNIT KERJA PARA . i NO. 

WALI KOTA BAUBAU,. 

Ditet pkan di Baubau 
pada anggal, 9 Agustus 2023 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak 
tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang men tahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peratu an Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah 
Kota Baubau. 

Ditariclarrglcarr di Baubau 
pada t?-nggal, 9 Agustus 2023 

I 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUB U, 


